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KATA PENGANTAR 

 

Ketika kita melangkah ke dalam kompleksitas zaman ini, 

reformasi administrasi publik telah menjadi buah bibir yang tak 

terelakkan. Transformasi fundamental ini menggugah sendiri 

esensi pelayanan publik, membangun fondasi yang kokoh untuk 

mewujudkan visi sebuah masyarakat yang lebih adil, efisien, dan 

inklusif. Reformasi administrasi publik tidak sekadar sekumpulan 

kebijakan atau perubahan prosedur, melainkan sebuah revolusi 

intelektual yang menuntut kolaborasi terus-menerus, inovasi, dan 

adaptasi terhadap perubahan yang tak pernah berhenti. Di 

dalamnya terkandung semangat untuk menyegarkan arus vitalitas 

pemerintahan, menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan 

akuntabel, serta memupuk daya saing bangsa di panggung global. 

Melalui mata rantai reformasi ini, kita menuntut efisiensi 

birokrasi, menggalang partisipasi masyarakat, dan membuka pintu 

lebar-lebar bagi gagasan-gagasan segar yang mengubah paradigma 

tradisional. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan 

tekad dan ketekunan, tetapi hasilnya, tanpa diragukan, akan 

memperteguh fondasi negara kita menuju masa depan yang lebih 

cerah. Dalam buku ini, kami membahas secara mendalam 

perubahan mendesak ini, menganalisis langkah-langkah strategis, 

dan menyoroti contoh-contoh gemilang dari berbagai belahan 

dunia. Mari kita bersama-sama menjelajahi jalan menuju 

pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya saing 

tinggi. 

 

 

 

Muta’allim, S.S., M.Li  
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1 MEMAHAMI ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si 

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kab. Banggai 

Email: putrohade@gmail.com 

 

 

A. Pengantar Administrasi dan Administrasi Publik 

Administrasi adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang 

melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, dan evaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Administrasi tidak hanya terbatas pada 

organisasi bisnis, tetapi juga mencakup organisasi publik, 

lembaga pemerintah, dan sektor non-profit. 

Administrasi Publik adalah cabang administrasi yang 

khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengelolaan sektor publik. Administrasi publik melibatkan 

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penyediaan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Administrasi publik 

berfokus pada aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya 

publik. 

Meskipun ada kesamaan dalam prinsip-prinsip 

administrasi antara sektor publik dan swasta, ada beberapa 

perbedaan penting antara keduanya. Administrasi publik 

beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang ketat, 

dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan 

MEMAHAMI 
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A. Pendahuluan 

Administrasi seringkali hanya didefinisikan sebagai 

kegiatan tulis menulis. Kegiatan pengadministrasian memang 

lebih banyak pada kegiatan tulis menulis, baik cara manual 

maupun secara digital dengan bantuan komputer. Lebih dari itu 

banyak teori yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi 

lebih dari sekedar kegiatan tulis menulis atau catat mencatat. 

Secara sempit administrasi sering diartikan dengan tata usaha, 

yaitu kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan hasil 

kegiatan sebagai data dan informasi yang akan digunakan 

pimpinan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan secara 

luas ruang lingkup administrasi menyangkut hal-hal yang 

termasuk dalam bagiaan dan bahasan dari administrasi tersebut. 

Ruang lingkup administrasi secara luas meliputi 

organisasi, manajemen, kepemimpinan, keuangan, 

kepegawaian, tata usaha, tata hubungan, perlengkapan dan 

perwakilan. Apabila mengangkat masalah administrasi dan 

ruang lingkupnya di Indonesia, kenyataanya banyak yang perlu 

untuk diperbaiki karena administrasi di Indonesia tidak 

dijalankan secara murni. Administrasi semestinya dapat 
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pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukan 

bahwa birokrasi tidak serta-merta dapat menyelenggarakan 

tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen 

serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Dibutuhakan 

keinginan dan konsitensi yang kuat dari para aktor dan elit di 

pemerintahan dalam menjalankan reformasi birokrasi dalam 

rangkaian reformasi administrasi publik. 
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Universitas Bandar Lampung, Lampung 

Email: masayu@ubl.ac.id 

 

 

A. Paradigma Administrasi Publik 

Semula pada tahun 1970an Nicholas Henry menyajikan 5 

paradigma administrasi publik, yakni yang pertama adalah 

paradigm of dichotomy politics and administration (sejak tahun 

1900 hingga 1926), yang kedua adalah paradigm of administrative 

principles (sejak 1927 hingga 1937), yang ketiga adalah paradigm 

of public administration as politics (sejak 1950 hingga 1970), dan 

yang keempat adalah paradigm of public administration as 

administration (sejak 1950 hingga 1970), serta yang kelima adalah 

paradigm of public administration as public administration (sejak 

1970 hingga 1990). Perkembangan mutakhir dari paradigma 

administrasi publik disampaikan oleh Nicholas Henry dalam 

bukunya yang telah direvisi (13th edition) pada tahun 2018 

bahwa sudah muncul paradigma baru dalam administrasi 

publik yakni paradigm of public administration as governance (sejak 

1990). Paradigma terakhir ini menegaskan bahwa sebelum era 

governance maka semua paradigma sebelumnya cenderung 

berorientasi pada government (Henry, 2018). Pusat perhatian 

administrasi publik semata pada sektor pemerintah saja dan 
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lingkungan (external system) yang muncul dalam setiap 

proses penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan. 

Pada hakekatnya masalah-masalah tersebut secara 

sistemik bertalian erat satu sama lain, dan dapat 

disederhanakan sebagai permasalahan kelembagaan, 

organisasi, sumber daya manusia, manajemen, serta sarana 

dan prasarana administrasi. Pembangunan administrasi 

publik pada hakekatnya terarah pada upaya mengatasi 

berbagai permasalahan empirik yang dihadapi sistem 

administrasi publik, baik yang muncul dalam sistem internal 

maupun dalam kaitannya dengan interaksi sistem dengan 

lingkungannya. Diharapkan, berbagai paradigma tersebut 

dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan 

empirik tersebut sehingga proses pencapaian tujuan dalam 

penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang harus 

dilakukan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 
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A. Pengantar 

Kata idea merupakan resapan dari bahas Inggris yang 

berarti ide atau gagasan. Merujuk judul buku Reformasi 

Administrasi Publik, pemunculan idea yang bersifat biasa apalagi 

idea reformis, tentu mendapat tidak sedikit tantangan. 

Bagaimanapun ide atau gagasan tersebut, harus dicari dan 

dimunculkan dengan baik spontan maupun terstruktur dan baik 

itu dari diri sendiri maupun berkelompok atau bisa jadi baru 

maupun aktual atau pengembangan yang sudah ada.  

Ramuan idea yang sudah matang, dikembangkan dan 

diaplikasikan dengan tujuan kearah yang melakukan reformasi 

sesuai harapan, misalnya harapan untuk berbeda atau perbaikan 

dari sebelumnya. Dengan reformasi tersebut, Administrasi 

Publik dari pemunculan beragam Idea ini, diharapkan 

menjadikan pelaksanaan system berikutnya menjadi lebih: 

efisien, efektif, mudah, dan sederhana, dengan tetap dengan 

mengikuti Sistem Ketatanegaraan yang berlaku.  
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dan mengembangkan organisasi yang dipimpin, dalam 

koridor etika untuk Administrasi Publik.    

e. Sebagai panutan dan sebagai agen perubahan dalam 

tubuh organisasi. 

 

D. Keterkaitan Idea Reformasi  

Reformasi idea yang dimunculkan dalam lingkup tertentu 

dan khas pada Administrasi Publik untuk kepentingan 

masyarakat luas, dapat dikaitkan dengan lingkup yang lain 

sehingga membentuk pelayanan terpadu yang umumnya dalam 

satu pintu, misalnya sekali datang dengan persyaratan cukup 

dapat menghasilkan beberapa bentuk perijinan yang 

dibutuhkan. 

Keterkaitan Idea Reformasi antar lingkup ini, ditunjukkan 

dengan perubahan pelayanan kearah antara lain:  

1. Menunjukkan pelayanan lebih efisien,  

2. Mempunyai standar waktu dan biaya jelas,  

3. Prosedur pelayanan lebih sederhana dari sebelumnya,  

4. Kemudahan diakses,  

5. Menuju pengurangan biaya bahkan gratis.  

Keterkaitan Idea Reformasi ini, dapat membentuk 

administrasi publik dalam pola pelayanan secara:  

1. Fungsional   yang terbagi sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

kewenangan  

2. Terpusat yang memberikan layanan khas dengan khusus 

untuk satu masalah  

3. Terpadu satu atap  

4. Terpadu satu pintu      
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A. Pendahuluan 

"Jika bisa dilakukan dengan susah payah, mengapa harus 

dengan mudah?" adalah istilah atau pemeo yang sering kita 

dengar di masyarakat terhadap pelayanan yang diterima oleh 

pejabat (aparatur) pemerintah. Mendengar istilah atau pemeo 

tersebut seringkali membuat masyarakat ragu bahkan 

cenderung enggan berurusan dengan pemerintah.  

Di era reformasi sekarang ini, diharapkan pemerintah 

mampu menyisihkan bahkan menghilangkan istilah atau 

catatan “Jika bisa dilakukan dengan susah payah, mengapa 

harus dengan mudah?”, menjadi lawan istilah atau pemeo yaitu 

“Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?”. Upaya 

menghilangkan bahkan meniadakan istilah-istilah atau 

stereotype negatif dapat meningkatkan citra pemerintah 

terhadap pelayanan publik secara umum dan menghilangkan 

penyakit administrasi publik atau yang lebih kita kenal sebagai 

Patologi Administrasi Publik. 
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acuan efektivitas kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan.   
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A. Pendahuluan 

Pelaksanaan reformasi adalah untuk merubah tatanan 

kehidupan kearah yang lebih baik, Reformasi menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk 

perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu 

masyarakat atau negara. Jika reformasi dilihat dari pandangan 

hukum, maka reformasi diartikan sebagai perubahan secara 

drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu 

masyarakat atau negara, demikian juga reformasi bila dilihat 

dari segi administrasi, maka reformasi mdapat dikatakan 

perubahan secara drastis sistem pemerintahan yang ada dalam 

suatu negara. Dengan demikian bahwa reformasi administrasi 

secara ideal merupakan suatu situasi yang diharapkan dari aktor 

administrasi publik yang menunjukkan perilaku kondusif 

terhadap pelaksanan pemerintahan melalui penerapan sistem 

demokrasi. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi menjadi 

nilai yang harus diadopsi dalam sistem administrasi publik 

secara komprehensif. Untuk dapat menyehatkan kembali 

administrasi publik, maka seluruh aktivitas pembenahan di 

berbagai bidang yang sesuai dengan perkembangan saat ini, 

dengan melakukan reformasi.  
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A. Pendahuluan 

Perkembangan kemajuan negara-negara di dunia yang 

semakin pesat dengan disertai kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi serta penerapannya pada berbagai bidang 

kehidupan telah mendorong persaingan global menjadi semakin 

ketat, dan masyarakat semakin peka terhadap peningkatan 

kualitas hidupnya, menuntut dilakukan reformasi secara 

menyeluruh. Reformasi (Reform) menjadi kata kunci bagi 

perubahan ke arah perbaikan, jika tidak ke arah pembaruan 

berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Reformasi 

administrasi publik merupakan salah satu bagian kajian dari 

pada administrasi yang selalu menarik perhatian untuk diteliti 

dan dikaji karena berkaitan dengan adanya pergeseran ilmu 

administrasi yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Perkembangan Administrasi Publik 

merupakan hasil respons terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi di lingkungan ekologi administrasi public (Mubarok, 

2019).  
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pencapaian visi dan misi sebagai landasan kerja birokrasi 

(Budiman, 2005).  

 

B. Ringkasan  

Keberhasilan reformasi telah banyak ditunjukkan oleh 

negara-negara baik itu negara maju maupun berkembang di 

masa yang lalu. Konsep reformasi administrasi memiliki 

pengertian yang luas sehingga tidak dapat dijelaskan dalam satu 

definisi tunggal. Secara Tradisional, Reformasi Administrasi 

diidentikkan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi. dalam arti sempit tujuan reformasi 

administrasi adalah untuk menyempurnakan administrasi. 

Hann Been Lee dalam (Zauhar,2007:13) menyatakan bahwa 

tujuan reformasi administrasi yang ia spesifikasikan secara 

umum yakni meningkatkan keteraturan, meningkatkan atau 

menyempurnakan metode dan meningkatkan performance 

(unjuk kerja). Been Lee kemudian menjadikan tujuan ini sebagai 

pengelompokkan dalam reformasi administrasi public. 

Pendapat lain berasal dari Hermawan, dkk (2015), reformasi 

dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu reformasi procedural, structural, 

dan kultural. Lee menambahkan bahwa pemilihan terhadap 

reformasi apa yang akan dilakukan tergantung pada model 

birokrasi yang ada. 
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A. Pendahuluan  

Definisi administrasi seringkali hanya dipandang sebagai 

kegiatan tulis menulis secara fisik kegiatan administrasi 

memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik 

menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau computer. 

Padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi 

lebih dari pada itu. Administrasi dalam arti sempit sering 

disamakan dengan tata usaha, yaitu berupa kegiatan mencatat, 

mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil 

kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil 

keputusan. Sedangkan ruang lingkup administrasi sebenarnya 

sangat luas, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk 

dalam bahasa atau bagian daripada administrasi tersebut. Ruang 

lingkup ini sangat perlu diberi kepastian sehingga memudahkan 

kita membahas tentang administrasi itu sendiri. Ruang lingkup 

ini akan menjadi batas luasnya administrasi itu sendiri.(Adi, 

2016) 

Chandler dan Plano (1988:29) menyatakan bahwa 

administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan 

personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk 

memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola 
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2. Pelayanan public pemerintahan orde lama 

Menurut Soebijanto (1984), pada masa pemerintahan 

orde lama hanya terdapat 12 sektor atau idang pelayanan 

yang disediakan bagi masyarakat. Cakupan pelayanan public 

yang diselenggarakan oleh birokrasi orde lama pada masa itu 

lebih banyak terkait dengan penyediaan infrastruktur fisik. 

Berbagai sector atau bidang pelayanan yang diadakan oleh 

pemerintah, antara lain meliputi , pembangunan jalan dan 

jembatan, air minum, pasar, rumah sakit, pendidikan, 

transportasi, dan pertahanan. Pembangunan secara fisik, 

seperti pembangunan jalan raya atau rel kereta api, bagi 

pemerintahan dipandang lebih menguntungkan untuk 

dilakukan daripada pembangunan bidang non fisik, seperti 

pendidikan dan Kesehatan .(Putranto et al., n.d)  
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A. Pendahuluan 

Administrasi publik di Indonesia menjadi salah satu 

faktor penting dalam proses pelaksanaan  kebijakan publik di 

Indonesia. dalam proses pelaksanaanya salah satu faktor yang 

dapat memenuhi unsur penting dalam proses pelaksanaanya 

yaitu sumber daya manusia ketercapaian proses tersebut akan 

sukses jika para pelaksana dan administrator yang di tunjuk 

mampu  melaksanakan  dengan baik.  

Proses pelayanan publik ditujukan pada masyarakat  

secara umum.  Layanan publik mencakup berbagai bentuk  

layanan jasa dan barang, yang diberikan oleh pemerintah  secara 

berkelanjutan sebagai pemenuhan hak masyarakat seacara 

umum.  Layanan   publik yang berkualitas merupakan salah satu 

standar majunya suatu proses pemerintahan pada suatu negara.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang 

sampai saat ini masih tergolong bermasalah dalam proses 

pelayanan publik baik dari fasilitas maupun sikap para 

pelaksana pelayanan yang dituntut untuk memberikan 

pelayanan maksimal namum disisi lain tidak dibarengi dengan 
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A. Pendahuluan 

Aparatur negara adalah alat kelengkapan negara, yang 

meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan 

roda pemerintahan sehari-hari (KBBI). Sedangkan reformasi 

diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan 

dalam suatu masyarakat atau negara.  Reformasi aparatur 

negara dapat diartikan secara harfiah sebagai perubahan secara 

drastis untuk perbaikan alat kelengkapan negara, terutama 

bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang 

mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan 

sehari-hari.  Reformasi aparatur negara ini bertujuan 

menciptakan birokrasi yang lebih mampu dan responsif 

sehingga dapat lebih baik dalam melayani kebutuhan warga 

negara secara keseluruhan. 

Di sisi lain terdapat istilah reformasi birokrasi yang dapat 

didefinisikan sebagai upaya pengembalian birokrasi pada 

fitrahnya, yakni memberi pelayanan terbaik pada masyarakat 

sesuai aturan-aturan yang sudah disepakati  bersama 

(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, 2013).  Meskipun demikian, sampai saat ini aparatur 

REFORMASI 

APARATUR 

NEGARA 

mailto:surjantoskmmkm@gmail.com


165 
 

reformasi dengan standar internasional atau praktik 

terbaik di negara-negara lain. Hal ini dapat membantu 

penilaian progress/kemajuan yang telah dicapai dan 

membantu solusi  peningkatan pada masa mendatang. 

6. Dapatkan umpan balik dari berbagai pihak 

Umpan balik terhadap perubahan yang telah terjadi 

pasca reformasi aparatur negara dapat diperoleh dengan 

melibatkan berbagai pihak berkompeten dalam 

pelayanan publik, termasuk masyarakat, aparatur negara 

dan sektor swasta.   

7. Identifikasi hambatan dan tantangan 

Identifikasi hambatan dan tantangan yang 

dihadapi selama pelaksanaan reformasi aparatur negara 

dapat membantu dalam pengidentifikasian wilayah/area 

yang memerlukan penguatan atau yang memerlukan 

perubahan strategi pelaksanaan reformasi. 

8. Buat rekomendasi dan tindakan perbaikan 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dibuat 

rekomendasi konkrit dan tindakan perbaikan untuk 

peningkatan hasil reformasi. 

9. Monitor dan evaluasi terus-menerus 

Reformasi aparatur negara adalah proses jangka 

panjang. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan 

dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa 

perubahan positif terus berlanjut dan tantangan dapat 

ditangani secara efektif. 
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A. Pelayanan Publik Dalam Perspektif NPM dan NPS 

Reformasi yang telah berjalan di berbagai Negara 

menekankan  pada tujuan efisiensi  dan efektivitas serta kinerja 

yang  berbasis hasil.  Seperti  dikemukakan Haque bahwa : “This 

current reform emphasizes the goal of efficiency and effectiveness, 

supportive or facilitating role, disaggregated and flexible managerial 

structure, result-based performance, promarket policies, customer 

orientation, and business sector norms”. (Haque, 2008). Reformasi 

dilaksanakan pada semua  bidang  dengan tujuan untuk  

mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas, mendukung atau 

memfasilitasi peran, struktur manajerial yang terpilah dan 

fleksibel, kinerja  berbasis hasil, kebijakan promarket, orientasi 

pelanggan, dan norma sektor bisnis.  

Konsep “Re-inventing Government” Osborne dan Gaebler 

membawa  konsep  baru  dalam proses  reformasi birokrasi 

demikian juga  dengan Hood yang  menyajikan konsep 

mengenai  prinsip-prinsip New Public  Management. Reformasi 

birokrasi di berbagai Negara dilaksanakan dengan 

menyesuaikan dengan kondisi Negara tersebut.  Terlepas dari 

system administrasi Negara yang telah dijalankan, model New 
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Untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi 

pelayanan prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan 

teknologi informasi yang murah dan mudah diakses masyarakat  

diarahkan  menuju Digital  Services.  

Reformasi administrasi  melibatkan berbagai unsur  

dalam negara, institusi  publik, swasta maupun unsur lainnya 

yang semuanya dimotivasi untuk mencapai tujuan bersama 

terutama dalam memecahkan  masalah-masalah publik. Yang 

memiliki tanggung  jawab  lebih  besar  terhadap pelayanan 

publik adalah  Negara, karena  Negara  merupakan penjamin  

utama pelayanan publik. Seperti dikemukakan bahwa : “…the 

sovereign nation-state has been taken for granted as the chief guarantor 

of public services” (Jerri Killian, 2008). 
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A. Makna dan Fokus Reformasi Birokrasi Pemerintahan 

Reformasi atau ” reformation ” bermula dari kata ” to reform 

” tidak hanya bermaksud meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

birokrasi, misalnya melalui pemangkasan, desain ulang atau 

perampingan, tetapi lebih dari itu reformasi birokrasi bertujuan 

untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengurangi 

kesenjangan ekonomi antar daerah dan memperkuat pelayanan  

sipil dan pelayanan publik di dalam masyarakat. 

Dalam hal ini dapat diidentifikasi lima sasaran reformasi 

birokrasi yaitu: 1. Definisi birokrasi, 2. Fungsi birokrasi, 3. 

Lingkungan birokrasi, 4. Proses birokrasi dan 5. Perilaku 

Birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan dalam upaya 

rekonstruksi, reorientasi, revitalisasi dan pengembangan 

birokrasi pemerintahan baik dari aspek sistem, individu, 

kelembagaan pemerintahan dan lingkungan pemerintahan. 

Pada prinsipnya pembaharuan birokrasi pemerintahan dari 

pandangan teori organisasi dan manajemen bertujuan untuk 

pengembangan organisasi pemerintahan untuk mewujudkan 

legitimasi, kesehatan, pertumbuhan, kepribadian dan citra 

organisasinya dalam mencapai tujuan pemerintahan negara. 
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Reformasi Kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan publik dalam konteks 

Reformasi Administrasi Publik. Ini melibatkan perubahan sistemik 

yang meningkatkan tata kelola dan hasil organisasi publik. Dengan 

fokus pada pengukuran kinerja, pembangunan kapasitas, dan 

pengelolaan sumber daya, Reformasi Kinerja berupaya 

membangun tata kelola yang responsif dan efektif sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, partisipasi 

publik, dan efisiensi sumber daya di dalam pemerintahan. Tujuan 

utama Reformasi Kinerja adalah membantu administrasi publik 

beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi sambil tetap 

menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas guna 

memajukan masyarakat. 

 

A. Ruang Lingkup Reformasi Kinerja 

Reformasi Kinerja merujuk pada upaya transformasi 

sistemik yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, 

akuntabilitas, dan kualitas hasil yang dihasilkan oleh lembaga 

dan organisasi publik. Reformasi Kinerja bertujuan untuk 

mengubah cara kerja dan budaya organisasi, memperkenalkan 
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A. Reformasi Sektor Publik 

Pergeseran paradigm administrasi publik dari Old Public 

Administration kepada New Public Management dan New 

Public Service telah membawa perubahan yang sangat banyak 

bagi perkembangan organisasi pemerintahan. Paradigm Old 

Public Administration yang memberikan fokus perhatian bahwa 

penyampaian layanan secara langsung dilakukan oleh badan-

badan pemerintah, serta kebijakan dan administrasi  publik yang 

berfokus pada  satu tujuan yang  ditentukan  secara politis. 

Pemikiran New Public Management telah merubah pendekatan 

yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu kepada ide 

dan praktik kontemporer yang menggunakan  pendekatan 

sektor swasta dan bisnis di sektor publik serta penggunaan  

mekanisme pasar.  Pada praktiknya, pemikiran New Public 

Management telah ditunjukkan berupa upaya organisasi 

pemerintah dalam menciptakan efektivitas, efisiensi dan 

pemerintahan yang berorientasi hasil.  
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Penyederhanaan  struktur merupakan langkah  awal  dalam 

transformasi kelembagaan menuju  Smart Institution.  
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